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Abstrak

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi
alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Pengalaman praktik
ketatanegaraan tersebut, tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang
dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena terdapat kelemahan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemilihan
Umum serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya diikuti oleh proses
penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan data yang kuat dan berdasarkan
simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan
Pemilihan Umum dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah untuk
meminimalisasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu dievaluasi mengenai persoalan
integritas penyelenggara atau peserta Pemilihan Umum, misalnya dengan
memperketat sistem rekrutmen, sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum
serentak yang berintegritas di masa yang akan datang.
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Abstract

The implementation of the General Election of the President and Vice President
after the General Election of Members of the House of Representatives, the Regional
Representatives Council, and the Regional People’s Legislative Assembly turned out to
be unable to become a tool for transforming social change in the desired direction.
The experience of these constitutional practices did not strengthen the governance
system desired by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. That, through
the Decision of the Constitutional Court General Elections are held simultaneously.
However, there are weaknesses in the preparation of the policy for implementing
general elections simultaneously. The decision of the Constitutional Court should be
followed by an evidence-based policy making process with strong data and based on
simulations of implementation. Therefore, the burden of organizing General Elections
can be identified from the start and steps to minimize risk can be considered if things
happen that are not desirable. Then what is equally important is that it needs to
be evaluated on the issue of the integrity of the organizers or participants of the
General Election, for example by tightening the recruitment system, so that it can
create simultaneous elections with integrity in the future.

Keywords: election, democracy, the constitutional court.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya
mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum
yang diadakan secara berkala.! Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana
penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada
tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut
Pemilu) sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada
tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian, Pemilu tahun
2019 merupakan Pemilu yang kedua belas yang akan dilaksanakan di Indonesia.?
Dalam sejarah singkat ketatanegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soeharto
lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, jabatan Presiden Republik Indonesia
digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan pergantian
kepemimpinan tersebut, atas desakan rakyat Indonesia, Pemilu dipercepat dan
dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau tiga belas bulan masa kekuasaan
Bacharuddin Jusuf Habibie.® Adapun salah satu alasan diadakannya Pemilu cepat

* Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana limu Popular, 2007, h. 752.

2 https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/15380041/rekam-jejak-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all. Pemilihan umum di Indonesia
diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

3 https://nasional.kompas.com/read/2016/05/21/09000051/21.Mei.1998.Pukul.09.00.Soeharto.Resmi.Lengser. Keprabon.
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adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) dari rakyat,
termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain
yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal tersebut
ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, termasuk pergantian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebelum selesai masa kerja.*

Dasar pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia
adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.° Untuk melaksanakan
prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan
dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang
dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan
umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan
negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian
dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.® Proses demokrasi juga terwujud
melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.
Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal
dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk
kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki
legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan
pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintahan yang dibentuk
melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Adapun tujuan

* Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar
Belakang Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2003, h. 11.

5 Dalam UUD 1945, Bab | perihal Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik’, dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

& Jimly Asshiddigie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 531.
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diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara
sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari
pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan
keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban
umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Pemilihan
umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga
permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan,
melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI). Pemilihan umum
yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan
untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1945.8 Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu
sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat
maupun tingkat daerah.

Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan
adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap
pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945,
Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan:

Ayat (1)

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Ayat (2)

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ayat (3)

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

7 Mahkamah Konstitusi, Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi
Prof. HAS. Natabaya, S.H., LLM., Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 194.

8 Tujuan negara ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan,
“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”.
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Ayat (4)
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah adalah perseorangan’.

Ayat (5)
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Ketentuan Pemilu tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUD
1945 sebelum perubahan. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan hanya
menegaskan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah
dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”’
Kemudian terkait dengan susunan anggota DPR ditegaskan bahwa, “Susunan
Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang”.!°

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan
Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilu Tahun
1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota Parlemen (DPR) dan
Konstituante (Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan
perubahan terhadap Konstitusi). Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah
sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem tersebut, wilayah Republik
Indonesia terbagi ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sistem tersebut yang
mengawali sistem Pemilu pertama di Indonesia.

2. Pembaharuan Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Pembaruan sistem Pemilu di Indonesia dimulai pada era reformasi tahun
1998. Dinamika transisi dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada
era tersebut, antara lain perdebatan format baru Pemilu di era transisi dan
sistem perwakilan pada umumnya dimulai dengan adanya perubahan sistem
ketatanegaraan Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai

9 Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dijelaskan bahwa untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu
diadakan peraturan undang-undang. Selain itu perlu pula ditentukan dengan Undang-Undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan
keanggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam Pasal 61 Undang-Undang
Dasar Sementara.

Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Pasal tersebut hanya ditegaskan bahwa ketentuan mengenai lembaga permusyawaratan
dan anggota-anggotanya ditetapkan dengan undang-undang. Begitu juga dengan susunan anggota DPR ditetapkan dengan undang-undang.
Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan ketentuan tentang Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan, yang secara jelas dan
tegas menyebutkan ketentuan mengenai Pemilu, Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu.

3
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dengan adanya Perubahan UUD 1945." Salah satu perubahan fundamental dalam
UUD 1945 yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Makna
dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan,
tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin
yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan
masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi
rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil rakyat
yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan menjalankan fungsi
melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-
undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsinya
masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai pilar utama demokrasi,
Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk
menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga
legislatif dan Presiden/Wakil Presiden secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan
Pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa
untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.
Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta
partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik Pemilu masih
belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.'?

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat
dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden
dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana
pernah diamanatkan dalam UUD 1945 sebelum Perubahan, karena mekanisme
pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka Presiden dan Wakil

" Perubahan UUD 1945 dilakukan cara “adendum” selama empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Ada lima butir kesepakatan
dasar dalam Perubahan UUD 1945, yaitu “Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Tetap mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif
dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan, Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.

2 R. Siti Zuhro, “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", Jurnal Penelitian Politik, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019, h. 73.

360 Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020




Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia
General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy

Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata
sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi
lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan
mengapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara
langsung. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya
Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat.
Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di
tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Berdasarkan
pandangan dan alasan ini, menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul
ekspektasi dari publik bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
diharapkan mampu menciptakan pemerintahan negara yang demokratis dan
lepas dari otoriter penguasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat
membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya®s.

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, menegaskan
bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota
DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian
jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya
telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang
dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan
langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat
dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden
dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan
tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan
kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan
negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu'* dimaksudkan untuk menegaskan

8 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2011. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan
ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta Negara
Indonesia ada negara hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum
atau negara demokrasi konstitusional.

™ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara prinsipil, Undang-Undang Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan
dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu,
sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
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sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil presiden
terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam
rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan
dari DPR. Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD
diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga
Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang
akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat
sampai ke daerah. Namun demikian, untuk memperoleh wakil-wakil rakyat dan
pejabat publik yang baik, tentunya harus didukung dengan sistem penyelenggaraan
Pemilu yang baik dan berkualitas.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan
derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik
itu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddigie’®
ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala, yaitu: (1)
perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih
pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat
juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari
lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat
mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal
atau dalam negeri, atau dunia international, baik karena faktor internal maupun
eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk,
dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara
teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.

Sebelum ada pembaruan sistem Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2013
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, MK menegaskan bahwa
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak sebagaimana dinyatakan dalam
pertimbangan MK sebagai berikut:

5 Jimly Asshiddigie, “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.
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“..., untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah
setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok,
yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan
presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk
memilih secara cerdas”.

Menurut MK bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
haruslah dikaitkan dengan sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem
pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD
1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan
Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat
dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah
ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR
adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden
harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan
kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersama-sama serta
disetujui bersama dengan Presiden. Berdasarkan sistem pemerintahan yang
demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya
dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan
parlementer. Namun untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan
Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan
DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan
Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Dalam konteks Indonesia,
salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah tetap
mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar betul-
betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Sekurang-kurangnya sistem
demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang
Undang-Undang Dasar 1945%.

Terkait dengan kesepakatan (konsensus) dalam Pemilu, sebuah konsensus
nasional telah dicapai setelah proses bargaining yang lama antara pemerintah dan
partai-partai. Dengan dicapainya konsensus ini, bukan berarti Pemilu dapat segera

6 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konpress, 2005, h. 109.
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dilaksanakan sebab konsensus itu hanya memuat pokok-pokok kesepakatan.'’
Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan
umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti
anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan
konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi
partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia
adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan
pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak
adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat,
maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan
efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia
menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden
memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk
efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan
rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping
itu, pada satu sisi calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat
dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden dan Wakil
Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat terkait dengan hubungan antara
DPR dan Presiden, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan
tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan
siapa yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta legitimasi rakyat
kepada seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut
desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dan
Wakil Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat
pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain.

Mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan
dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945. Menurut Bagir Manan,
sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan hubungan pertanggungjawaban
atas penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif.’® Oleh karena

" Moh. Mahfud MD., Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 60.
'8 Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Editor: Moh. Fadli, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012, h. 97.
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itu, Presiden dan Wakil Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada
partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi Presiden dan Wakil Presiden
dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan
presidensial. Menurut Jimly Asshiddigie bahwa sistem pemerintahan presidensial
dikarakterkan dengan (1) Presiden adalah kepala Negara dan pemerintahan; (2)
kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat; (3) Presiden tidak mempunyai
wewenang membubarkan rakyat; dan (4) kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden.!” Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat tiga karakter utama sistem
pemerintahan presidensial, pertama, presiden memegang fungsi ganda yaitu
sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Meskipun
sulit dibedakan secara jelas, sebagai kepala negara, presiden dapat dikatakan
sebagai simbol negara yang dalam kondisi tertentu dapat mengatasi posisi semua
lembaga atau institusi dalam negara. Sementara itu, dalam kekuasaan eksekutif,
sebagai kepala pemerintah, presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal
dan tertinggi. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga
berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet. Kedua, selain
fungsi ganda presiden, karakter sistem pemerintahan presidensial dapat juga
dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.
Hubungan keduanya bisa dilacak sejak adanya pemilihan umum yang terpisah
untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif. Ketiga, presiden tidak
bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan. Disebabkan oleh
pemisahan yang tegas tersebut, secara politik presiden tidak bertanggung jawab
secara politik kepada lembaga perwakilan atau parlemen.?

Dalam praktik sistem Pemilu, dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ternyata dalam
perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial
ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak juga memperkuat
sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme
saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR
dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai
politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan

9 Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid Il, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, h. 60.
2 Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2019, h. 35-37.
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penyederhanaan partai politik secara alamiah. Pengusulan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi
permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan
menyederhanakan sistem kepartaian.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak,
yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD, secara lengkap MK telah memberikan pertimbangan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2013, sebagai berikut:

“..dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan
dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang
komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari
penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan
dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD
1945 sebagai konstitusi yang tertulis; Ketiga, sejalan dengan pemikiran di
atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan
secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan
penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar
pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi
lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945
yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan
secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan
mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan
horizontal di masyarakat; Bahwa selain itu, hak warga negara untuk
memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan
hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari
pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga
negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan
untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang
sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya dengan pemilihan
umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih
secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak
serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya
efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara
untuk memilih secara cerdas”.

Ada tiga alasan pertimbangan terkait pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan
secara serentak dalam Putusan tersebut yang meliputi, yaitu sistem pemilihan
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dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk
UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak
warga negara untuk memilih secara cerdas.

Bahwa jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD dilakukan dengan serentak maka konstelasi politik pasti akan
berubah yang tentunya akan menguntungkan rakyat, partai politik, dan aparat
pemerintahan. Keuntungan yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilu yang
dilaksanakan secara serentak, antara lain biaya penyelenggaraan Pemilu bisa
lebih dihemat, fungsi eksekutif dan legislatif dapat dengan mudah dievaluasi,
rakyat dapat mendesain sendiri fungsi check and Balances antara eksekutif dan
legislatif, mengurangi pemborosan waktu dan gesekan horizontal di masyarakat,
dan akan menghasilkan kelembagaan (legislatif dan eksekutif) yang kuat karena
dipilih sesuai kehendak rakyat.

3. Menata Kembali Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum merupakan bagian menyeluruh dalam negara demokrasi.
Landasan Pemilu di Indonesia ialah demokrasi Pancasila yang dinyatakan
secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar utama
kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD
1945 tidak dapat diubah karena selain merupakan modus vivendi ia juga dapat
dianggap sebagai “akta kelahiran” negara yang menjamin kelangsungan bangsa
dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh.
Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme
ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara.
Demokrasi disalurkan dengan adanya Pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat
publik tertentu secara jujur dan adil.?! Pelaksanaan Pemilu secara serentak, yaitu
menggabungkan Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem Pemilu baru yang dimiliki
oleh Indonesia ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena baru pertama
kali diselenggarakan pada tahun 2019. Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan
hasil Putusan MK?? yang mengabulkan permohonan Effendi Ghazali bersama
Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa

2 Moh. Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 39-40.
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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pertimbangan MK dalam Putusan dimaksud, sebagaimana telah disebutkan di atas
adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak
dengan Pemilu Legislatif akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi
konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, hak warga negara untuk
memilih secara cerdas pada Pemilu serentak ini terkait dengan hak warga negara
untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial
dengan keyakinannya sendiri. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif
secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan bisa
lebih menghemat uang negara. Dalam upaya mensukseskan hajat bangsa untuk
terselenggaranya Pemilu serentak tahun 2019, diperlukan kerjasama dan sinergitas
semua pihak untuk ikut mensukseskannya. Setidaknya ada aspek-aspek yang
perlu dilakukan dalam upaya suksesi pemilu serentak 2019, antara lain, perlunya
undang-undang yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain
model Pemilu serentak 2019.2

Terhadap pelaksanaan Pemilu serentak dimaksud, ada beberapa catatan terkait
dengan pelaksanaan Pemilu serentak dimaksud. Ada beberapa tokoh dan pakar
yang berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap Pemilu serentak
tersebut. Salah satunya adalah mantan Ketua MK, Jimly Asshiddigie, mengusulkan
agar Pemilu dipisahkan dalam beberapa tingkatan, yakni Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden bisa digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif untuk Pemilihan
Umum Anggota DPR, Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Umum Anggota
DPRD Provinsi, dan Pemilihan Bupati/Walikota dengan Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu Wakil Presiden Jusuf Kala, juga menegaskan
mengenai pemisahan Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif. Beliau menilai
pemisahan tersebut akan mengurangi beban Penyelenggaraan Pemilu.?* Implikasi
yang diharapkan dari adanya Pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan Pemilu
disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana
negara dalam Pemilu. Dengan Pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk
menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat
relevansinya antara sistem Pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan
dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi

2 Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, h. 160.
% https://nasional.tempo.co/read/1198733/dari-jk-hingga-mantan-ketua-mk-usulkan-evaluasi-pemilu-serentak/full &view=ok
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kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam
parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.?®

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis sepakat jika diperlukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Menurut Penulis, terdapat kelemahan
dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemilu serentak. Putusan MK seharusnya
diikuti oleh proses penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan data yang
kuat, berdasarkan simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban
penyelenggaraan Pemilu dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah untuk
mengantisipasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu dievaluasi mengenai persoalan
integritas penyelenggara atau peserta Pemilu, misalnya dengan memperketat sistem
rekrutmen, sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu serentak yang berintegritas
di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu yang semula
penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD diselenggarakan dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan
dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak. Penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara
serentak lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan Pemilu lebih
menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari
pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi
lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara
lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan
secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mengurangi
pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas
pada Pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta
checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

% Ratnia Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Jurnal limiah limu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 81.
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Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan
pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang
sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan
secara serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara
cerdas dan efisien. Namun demikian penyelenggaraan Pemilu serentak yang
telah dilaksanakan mempunyai beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk
memperbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, antara
lain terkait dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian persoalan-persoalan
teknis dalam tahapan penyelenggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian diharapkan ke depan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang diselenggarakan secara serentak sejalan dengan prinsip-prinsip
yang terkandung di dalam UUD 1945 yang menghendaki adanya efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara
cerdas serta dapat mewujudkan Pemilu serentak yang berintegritas sebagai upaya
dalam pembaruan demokrasi di Indonesia.
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